Aspek Sosiologis Pembentukan
Hukum Islam di Negara-Negara Muslim

‘Pengtapan sebuab norma bukum selain perlu memperhatikan aspek formal
Juga barus mempertimbangkan aspek sosiologis. Tulisan ini ingin
. melihat bagaimana pengarub sosio-kultural di negara-negara

v 4

Pendahuluan

Sejarah bukum Islam berjatan bey-
sanzan dengan sefaral peradaban Is-
lam, bahkan sering dikatakan balywa
hukum Islam merupakan intisani dari
Islam itu sendin, karena hukum ini
keterlibatannya sangar kohesif dalam
pola kehidupan manusia yang sangat
luas.! Perjalan hukum tersebut banyak
diwamnai oleh fluktuasi nilai-nilai yang

muslim dalam pembentukan Hukum Islam.

ada pada nusyarakat, sehingga banyak
varigbel yang dapat ditangkap schagai
gejala labhimya sebuah produk hukum.
Renyataan tersebur —dapat dilihat <lari
produk hukum yang lahir pada sctiap
periode— merupakan langkah antisipa-
st dari persoalan yang muncul akibat
kondisi sosiologisny:.

Penambalun dan perubahan hu-
kum yang dihasilkan dari metode pe-
netapan hukum di samping memper-

'HI. Beck dan NIG Kaptein (pengh., Pandangan Barat Terbadap Literatur,
Hubum, Filosoft, Teologi dan Mistih Tradist Islam. ab. Sukarsi, Takarta: [NIS.

1988, him. 111.
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hatikan aspek fomulnya juga melihat
aspek-aspek sosiologis yang meling-
kupi kehidupannya. Imam Syafii me-
rupakan sebuah sampel kasus sosiolo-
gis yang melahirkan dua macam pen-
dapat, yaitu pendapat ketika di Ik
atau gard gadim dan pendapat terakhir
di Mesir atau gaul jadid, dari pendapat
terakhir inilah Imam Syafii mengajar-
kan kepadia para muridnya.’

Dengin menelaah secars wiendi-
lam Al-Quran dan Al-hadis, pama Tnmam
Mazhab dan ulima Liinnya nEmmpu
menctapkan aturan yarisprudensi 1s-
lonm dan mengajukan kumpulan hu-
kum yvang dapat diterapkan pady si-
tasi il zaman nwereka, juga dapat
diindikan mctode penetapan pada -
man yang akan datang dengan kondisi
dan corak masvarakat yang herheda
Gejulo tersebut melahirkan definisi hu-
kum vang berubah sesuai kondisi dian
sistemn politik yang herlaku pacda tiap-
tiap negara karena hal it sengce-nuit
merupskan pemukul rataan dasi weknik
hukum yang disesuaikan dengan ke-
adaan sosial yvang konkrit.!

Dalam perkembhangan selinjutnya,
vakni setclah hukum Islam dijadikan
hukum positif oleh bebertpa negar
mushm molern, maka acla sejumiah
peraturan yang dari segi pemikirin hu-

kum Islam menarik perhatian. Seperty
vang terjadi di Tunisia pada tahun
1956. Negara ini melalui Tuniasian
Cuode of Personal Statusnya mengatur
tentang poligami. Indiax pada tahun
1937 memberlakukan suatu Undang-
Undang Aplication Act yang isinya
mengatur tentang NTCR bagi orang-
onng Islam. Demikian pula di negara-
negara seperti Somalia, Pakistan, Ma-
lavsia, Irak, dan lain sebugainyn. terda-
pat peraturan-peraturan yang cukup
menarik untuk clicermati dalam Kaitan-
nva dengan pengiruh aspoek-aspek so-
siologis ketika peraturan terseluat difor-
mulasikan.

Tulisan ini didasarkan pada infor-
masi sehanyak mungkin mengenai hu-
kum Islam. sejarmh dan welah sosial.
Dengan menggunakan pendekatan
sasiologis muka produk pemikiran hu-
kum Iskun dipahami melalui teori-teor
sosial dan sosio kultural yang mempee-
ngarubit lahirnya produk pemikinin itu.

Kerangka Teori Perubahan

Sebagai agen perubahun, manusia
menmiliki kemerdekaan  dalam meng-
interpretasi dan memahami sumber-
sumber hukum untuk ditefemahkan
pada kehidupan manusia dan ma-

ALMubami Subli Mshmasani, Falsafatu Tasyrd'. cet. 2. Beirut: Dar al-Kasyat,

1952, hilm. 41.

Qlvas Ba-Yunus can Tarid Ahmad, Sesfologi dan Masyvarakat Koemteniporer.
ab dan penyunting Hamid Masyaib dan flyas Tlasan. cet. 1. Bandung: Mizin, 1088,

Tl 43,

“Georges Gurvitch, Sostologé Hukam. 2D, Sumantd Meradipuro dan Moh. Racdjab,

Jakarta; Bhratara, 1988, hlm. 43.
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syamkat itu sendiri. Kemerdekaan ter-
sebut —dalam hukum Islam— dapat
dituangkan puada bentuk “Ijtihad”, yang
dilandasi dengan semangat Islam agar
terhindar dari egoisme dan nilai-nilai
yang tidak sesuai dengun Islam itu sen-
dir. Difungsikannya pikiran secara
malcsimal dengan huackround keilmuan
yiang mapan sangat didukung oleh se-
mangat Al-Qur'an. Seperti firman Al-
lah yang termuar dalam QS. Al-Mujada-
lah (38): 11 dan Al-Hasyr (59); 2.

Sementara itu, beberapa di anturn
sabda Rasulullal telah memberikan
isyarat pada penggunaan itihad yang
sesuati dengan kondisi setempat. Misal-
nya ladis:

PN PN L LH A R Y
o ol P, b 42 0l ote s 27
S pLA IS ey i3 56
S L Vi 2 005 - 2l

Upaya penggunaan ijtihad juga
banyak didukung oleh parm sahabat,
tabi'in, dan para ulama klasik sebetum
keluamya pemyataan “pintu Jjtihad te-

lah tertutup”. Hal ini terlihat pada
pernyataan ulama Syiah Imamiyah:

S Bt U\ St e s\
omgsallingm oo d ., Yial
E—{ampoif pdipe S 5 Ny
sl ol 3ySig0 4 otalea

Pada dimensi lain bahwa relatifitas
sebualh produk hukum akan disesuai-
kan dengan kebutuhan dasar setempat,
kenyatan tersebut dapat ditilik melalui
cksistensi umat Islaim yang tersebar di
belihan bumi ini dan dengan pola
dan kebissaan (adat) yang beragam.
Pan-dangan seperti ini dapat dilihar
padzt teks Al-Quran yang berbunyi:

ezl ’:.-.'!* ’{% "'E 1l \.'r",” 15,,(5;:

.1,56,1" i + (3 o
Resinpulan dard ayat terschut ada-
lah cksistensi monusia di muka bumi
ini tidak hanva untuk sekedar saling
mengenal tetapi lebih dar itu harus
teradi di antara mereka saling me-
ngembangkan toleransi perbedaun-
perbedaan yang discbabkan oleh adat
kebinsaan dan kondist yang berbea.
Kondisi tersebut telah melahirkan upa-
ya pemtecithan persoalan sesuai dengan

‘Lihar Al-Mujadalih (382 11.
“Lilum Al-Hasyr (59); 2

"Abu Daud. Sunan Abl Daud, -23. Kitab al-Aqdiyah, “11. Bab jjtihad al-rayi fi
qaclai. cet 1. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuahu, 1952, 11; 272,
"Al-Muhamu Subhi Mahmasani, Falsqfat al-Tasyri{’, cet. 11,Beirut: Dar al-Kusyaf,

1952, him. 1.
Lihat Al-Hujurt (49 13
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kebutuhan, sebab hukum merupakan
hasil pemikiran manusia yang didasar-
kan keadaan setempat dan kebutuhan
kKhusus masyarakat yang bersangkut-
an.' Tbnu Qayyim misalnya tefah mem-
bawakan beberapa contoh mengenal
perubahan tersebut seperti:

1. Kondisi di mana perubalan hukum
suatu nash ditetapkan ofeh nash
lain seperti lamingan nabi untuk
melaksanakan potong tngan da-
lam peperangan. Penghentian hu-
kum hod dalam situasi seperti in
ditetapkan oleh nash lain.
Kondisi di mana kemaslilatan-Ke-
maslehatan yang  ditetapkan oleh
mash saling berbenturmn,  seperti
meninggalkan peneguran kemung-
karan karenn  dikhawatirkan me-
nimbulkan kemungkaran yuang le-
hih besar.

3. Kondisi di mana problematika-
problematika tertentu dianalogikan
dengan personlan-persoalan yang
telah ditetapkan oleh nash, seperti
ketentuan nash tentang jenis ma-
kanan tertentu untuk zikat fitseh,
kemudian dianalogikan dengan je-
nis-jenis lain yang merupakan ma-
kanan-makanan pokok di negarm-
negara yang tidak terdapat padanyx

I

jenis makunun yang telah ditetap-

kan oleh nash.
4. Kondisi eksepsi yang sangast me-
maksa, yang khusus dalam keadaan
tidak menentu, lenuh, dan darur,
Sepert sahnya thawaf dalam ke-
adaan laid apabils takut keting-
galan teman-tentinnya dalam hajt.
Padahial beberapa nash telah me-
nentukan ketidaksahan thawaf bagi
orang vang haid dalin keadaan
hiasa,
Rondisi yang berhubungan dengan
kata-kata agad, sumpah. tlak, dan
nadzar yang discsuaikan dengan
adat dan tradist.”

1

Dalam perspektif ini, aspek-uspek
sosiologis telah mempengarubi dina-
mika perkembangannya, schingga dari
konteks seperti itu lahir beberapa kai-
dah hukum sebagai bahan antisipasi
pada zamannyn dan dapat dijadikan
habhan komparasi saat ini. Adapun Kai-
cdah-kaidoh general yang telah ada dan
dapat difabarkan pada kuidah-Kaidah
yang lebily terapan adalah kaidah yang
hberbunyi:

 APRFE N N

. o, .1(.’) s pat Yy

L] s ‘p" t‘-” .
- FALFB 0 6 S GRS

“N.J. Coulson, A History of Islamic Law, cet. 5, Great Britain: Redwood Press,

1991, him. 3.

"oms Qayyim Al-lauziyyah, Alam al-Muwaqqgiin al-Rabb al-Amalin, Beinut: Dar

al-ji.ll, t.h.

uihat Mushtafa Zaid, Al Mastabab fi tqfsérl al-Island, him. 161
“Ahmad Azhar Basyir, MA.. Pokok-pokok Persoalan Filsqfat Hukum Istam,
Yogyakarta: Fak. Hukum Ull, 1984, him. 12.

“snahmasani, Falsqfab, him. 269
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Kemudian Maurice Hauriou dalam
menjawab asumsi yang sclama ini ber-
kembuang bahwa sosiologi dengan hu-
kum memiliki sikap vang terpisah ka-
rena didasarkan pada anggapan belum
adanya rumusan yang tepat dalam
mengkorelasikan kedua hal terseburt,
maka dia mencoba merumuskan hah-
wa “hanya sedikit sosiologi menjauh
dari hukum, tetapi lehih banyak
sosiologi membawa kembali kepada
hukwin®, Pemikiran Hauwriou ini ne-
nuntut para ahli hukum dan praktisi
hukum agar senantiasa melihat keeen-
derungan akan adanya hubuagan an-
taet hukum dengan kenyatwan sosial
dan memperhatikan hukum yang
hidup dan bergerak di tengah-tengah
nusyarakat.* Hubungan itu lebil nyata
iika terdapat kesenfangan antora hu-
kam tradisional dengan keayaraan
hukum, maka sosiologi hukum sangat
dibutuhkan.

Faktor Sosio Kultural dalam
Produk Pemikiran Hulamm

Dr. Atho Mudzhor dalum tulisannya
yang berjudul Pendekatan Sejarab da-
lam Pemikivan Hiulaim Islam nenjelis-
kan balwa produk pemikiran hukum
Islam paling tidak dapat diklasifikasi-
kan menjadi empat jenis, yaitu:

Pertama, pemikitan hukum yang
terkadifikastkan dalam kitab-kitab figh.
Jenis produk ini sifatnya sangat menye-
luruh dan meliputi semua aspek hu-

kum Islam, sehingga di antam ciri spe-
sifiknya adalah tahan dan kebal terha-
dap perubshan. Apabila terhadap jenis
ini dilakukan kritik, koreksi, dan
perubahan sedikit saja, maka akan di-
anggap mengganggu cksistensi kese-
luruhannya.

Kedua, Keputusan Pengadilan Aga-
ma. Jenis ini kelibatannya agak dina-
mis bila dibundingkan dengan jenis
produk pertuna, Karena keputusan
ying diambil jenis ini merupakan ju-
wiban atis perscalan-persoslin aktul
yang dihadapi dan terjadi di tengah-
tengah masyarakat.

Ketiger, Peraturan perundang-un-
dangan di negari-negara muslim, Sa-
ma seperti produk hukum jenis kedua
buhwa poraturan ini sangat mengikar,
dan kekuatan ikatannya dapat dirasa-
kan di tengah-tengah masyamkat luas.
Mal ini sehagai konsckuensi logis dari
proses pententukannya yang sedikit
berbeda dengan kedus jenis di atas,
di simping aclanya peran praktis par
ulanu seperti yang terjadi pada jenis
pertnm dan kedua, juga pada jenis
ini terdihat hesarnya keterlibatan para
politisi dan cendekiawan lain untuk
ikut menentukan wajah hukum yang
akan dirumuskan.

Keempat, farwa-fatwa ulanw. Pro-
duk hukum jenis ini dilwsilkan dari
proses responsif kasuistik ats perta-
nyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
setinp person peminta fatwa., Oleh ka-
rena jtu daya pikat hukumnya tidak

"Georges Gurvitch. Sostolog? Hubwm, hin. 2-3.
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sckuat seperti Keputusan Pengadilan
Agama dan Peraturan Perundang-un-
dangan di Negara-negara Muslim. S¢-
tiap orang tidak harus terikat oleh fat-
wa yang diterima oleh orang lain, ka-
rena bisa saja terjadi fatwa seorang
ulamn dalam kasus aktual yang setipe
berbeda dengan fatwa ulama lainnya.
Tetapi terlepas dari itu semua bahwa
produk jenis ini biasanya cenderung
bersifat dinamis, wakwpun isi fitwanya
itu sendiri belum tentu dinamis, mung-
kin karena sifat responsifaya itu yang
sekurang-kurangnya dapat ikatan di-
Nanus.

Tanpa mengurangi penghormatan
kita kepada produk hukum jenis per-
tant (hahkan tidak menutup kemung-
kinan terhadap jenis-jenis Liinnya) baik
yang memenuhi tuntutan situasi atau
tidak, secarn sederhana e dikata-
kan di sini hahwa produk teeselat ada-
fah Karya mjtahid atau para ahli di
hidangoya. Karyi tersehut merupakan
hasil formulasi dari ayat-ayat hukum
yang terdapat dalum Al-Quran dan Al-
hadis, begitu pula dari kenmmpuan
akademisnya dulam menganalisa alam
vang dinamis dan mengembalikan pe-
mahanunnya kepada kedua sumber
tadi.

Persoalan mendasar bagi setiap
muitahid . dalam menyusun karyanya
adalah dedikasinya yang maksimal ter-
hadap agama dan perhatiannya terha-
dap kemaslahatan umat, karena. me-
nzng ke sanalah arah tujuan hukum
syara’, Oleh sebab itu setiap karya muj-
tahid yang berbentuk figh adalah se-
sustu yang paling Dbaik, kontekstual
dan relevan untuk masanya  lmam
Syafi't —dalam kasus ini— mempakan
contoh yang paling representatif, kare-’
nit ia telah merubah puluhan bahkan
mungkin ratusan pendapat hianya
ketika beliau di Irak dengan pendapat
harunya yang sesuai dengan kondisi
kulturtinya ketika berada di Mesir™

Dulam term yang liin terkadang
kita jumpai bagaimana ulany azhlu p'yi
(kelompok rasional) dan alidu hadis
(kelompok tradisfonal) berkembang
dalam dua wilayah geogeafis yang ber-
beda, Allu Ra'yi berkembang di Ik
yung nietropaolitan,’” sementarn ahlu
hadis berkembang di Hifaj, dengan Ma-
dinah sebagai pusat utanuny”™ Ken-
dati demikian, tidak menutup kenung-
kinan adanya ulsma ahlu hadis di rk,
dan uloma ahlu ra'yi di Madinab.

Dari uctian di aws perju dikemu-
kakan, bahwa faktor geografis dan

#lihat Al-Mahmasani. Meqadimah al-Syar’iab. hlm. 67.
CCiri hukum dari wilayah semacam ini asanya smgat msonal karena rumusin
hukum yang dihasilkannya muncul dag scjumlah persoalan yang kompleks dari

kehidupan kota.

t"Cisi clari kot ini adalah tingkar kompleksitasaya lebih sederhana dan dirambah
kenyataan banyaknya hadis yang beredar, sehingge rumusan hukum lebih banyak
merujuk kepada hadis terscbut ketimbang menggunakan rasio.

NO. BvVol 5.0 1997
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tingkat uchanisasi suatu masyamkat
telah mempengaruhi Lahimy: berbagni

pendapat hukum, juga perdu disadari

bahwa figh karya ulama mujtahid itu’

adalah hasil ciptaan yang paling baik,
kreatif dan dinamis serta relevan untuk
masanya. Oleh sebab itu memperguna-
kan karya lama untuk i aumn ke-
agamaan masa kini bukankih meru-
pakan harga mati. Karena penyusun-
annya pun tidak bermotif seperti itu.
Begitu pula yang perlu dipikirkan ada-
kth usaha penyusunan fiqgh baru na-
mun tetap Konsisten mempertim-
bangkan kondisi sosio kulturl yang
aktal dan tidak bempijak pada sistem
metodologl dan prinsip dasar yang
dipergunakan dalam merancang figh
ving lann. Schingga wajith perundang-
undimgan (hukum Islam) yang Kita
dapatkan nanti adalah hukm Islim
alternatif yang sefalu searah. dengan
perkembangiin zinein dan acapratif.

Jika Kita perhatikan berbagai sum-
ber informasi. mengenai perundang-
undangan khususnya terhadap kode
sipil, nmka akan . dijumpui scjumlah
negara mustim yang memberlakukan
perundang-undangannya cukup kon-
troversinl atau dengan bahasa yang se-
derhana peraturin itu sudah beranjak
dari teks figh yang selama ini menjadi

represensi populer bagi para sarfuna
hukum Islam.

Negara pertamxa vang periu diper-
hatikan adalah Malavsia. Negam ini
telah memberlakukan Islamic Family
Law (federasi Territory) Act 1984 (Act
3tM of 1984). Di antars ketentuannya
yang menarik adalah pasal 23 entang
poligami yang pengaturannya ridak
fruh berbeds dengan pasal 3, 4 dan
6 pada Undang-undang Perkawinan
74. Tetapi xda sedikit perbedaannya
—menurut henmat kami cukup  pen-
ting— vaitu pada Undang-undang
Malaysia ini ada semacam sanksi ter-
sendini bagi piluk prin vang menyalabi
aturan tersebut (terutama menyalahi
ayat 1), Undang-undang tersebut men-
jelaskan bahwue

“Any person who contracts a nrr-
riige in contravention of subsec-
ton (D shall pay immediately the
entire amount of the nms kahwin
and the pemberian due to the ex-
isting wife or wives, which amount.
if not so paid, shall he recoverable
as a debr ™

Melolui aturan material seperti ini
menurut hemat kami cukup  ofektif
untuk menjaring pengelakan tindakan
hukum sescorang yang ingin merugi-
kan pihak lain.

Kemudian Pasal 32 yang menije-
laskan bahwa;

"Tahic Mahmood, Personal Latw tu Istamic Gountries, New Delhi: Academy of

Law and Religion, 1987, him. 226.

32

JURNAL HUKUM



Aspuk Sesiologis Pembenmukan Hukum Islam i Negare-Negars Mushm -

“A women marrie in accordance
with hukum shar' shall be centitled
to obtiin an order for the dissolu-
tion of marriage or faskh on any
one or more of the following
grounds”.*

Teks tersebut menijelaskan bahwa
seorang perempuan dapat safy menga-
jukan pasakh asalkan memenuhi ala-
sun-alasan sebugai berikut: (a) Tenipat
tinggal suami tidak diketahui tempat
tinggulnya selama satu tahun; ()
Suanii tidak menafkahi istrinya selama
tiga bulan; (¢) Balwa swamni telab atau
sedang menfalani Kurunggan  peniara
selnu tiga tahun atau lebil; () Suani
tidak lagi memberikan nafkah batin
Kepada istrinya selana satu tahun; (g)
Bahwa isteri setelal dikawinkan oleh
ayahnya atau kakekoya sehelum in
mencapai usia 16 mhun, dan i selxe-
narnya menolak perkawinan ftu. Isteri
terseban dapat melakukan fasakh de-
ngan catatan iz helum digauli oleh
suaminya. Pada pasal ini jika kit
bandingkan dengan UU No. | whun
1874 memang terdapat beberapa per-
Dedian terutama dalam menentukan
lanmnya si suami hiling, tiduk menaf-
kal, dibukum penjara. atau gila. Tetapi
lehih dari it ada salah satu klausul
ayat yang menarik vaitu ayat (gl Ayt
ini uwenurut analisis kami tidak dikete-
mukan sanm sekati pada UL Perka-
winan 74. Oleh karena i implikasi

yuridisnya bagi negara seperti Malay-
sia, ayat ini sebenarmya memberikan
pedindungan yang luar biasa kepada
pihak perempuan yang dikawinkan
secara paksa oleh ayah atau kKakeknyu.
Keharusan negam Malaysia mencan-
tumkan ayat-ayat tersebut pada per-
aturan yang ada, sangat dipengaruhi
oleh suasana sosiologis yang meling-
kupinya, yaitu kebizsaan muasyarakat
Melayu yung menjodohkan dan -
ngawinkan anaknya ketika anak
tersebut nasih kecit atau belum nten-
capai usia 16 tabun bagi wanita dan
usia 18 tahun bagi pria.

scdang Saosmalia adalih NeEani y:m;.
terdetak dil Afrika dari populasi lehih
Kurung 0.5 juta jiwa dan mayoritas ber-
aganut Islam (99%6). Untuk mengatur
persaalan-persoalan yang berkaitin
dengan hukum keluarga Islam, maka
negarn ini memberlokukan  Famdly
Cude 1975, Salah satu ketentwan yang
menarik dari Undang-undang ini ada-
lah pasal [58 yang mengatur temang:

In comformity with principles of
the First and the Second Charters
of the Revolution nten and wonien
shalt have equal right og inherit-
ance”!

Pasal ini membetikan schuah
gambaran hahwa negam nslim So-
nulia sangat berani untuk menctapkan
persanman pembagian warisin antar
laki-laki dan percrnupuan.

‘Tided., dm. 230

#Tahir Mahmocox!, Personal Law. him.
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Negara lainaya adalah Indi, di
man: telah memberlakukan hukum ke-
haarganya dalam 7be Musiim Personal
Law Application Act 1947 Undang-
undang ini mengatur bahwa perceraian
bagi orang-orang Islim diatur menurut
nutzhab Hanafi kareno sebagkn besar
oring Islim di Indin bemmzhah Ha-
mafi, dan perceraian itu hanya sah jika
diputuskan oleh Pengadilan. Oleh ka-
rem ity peraturan tentang hak mint
ceri hagi wanita dalam mazhady Honaf
itu anmt sulit atau bahkan tidak ada,
naka Undang-undang terselnn dalam
prakick telah melarng sanm sekali
terfadinya percefaian yang diprakarsai
oleh pihaok wanita. Lantas schagi ok-
sesnyi apabily seoring wanitg ingin
diverai olels suaminya neika jalan pin-
tasny adalah dengan menyatkan diri
keluar dari Islam schingga dengan it
perkawinun menjidi Fasakh. Peno-
nena seperti ind telah banyak dilaku-
kan oleh. wanita muslim  India.

Molihat pgejals yang kuring baik
ini —banyaknya wanita muslim yang
murtad’ kirena_ alasan teknis tadi—
nuka padi tahun 1939 Asyraf Ali
Tsanawi memberakokan  peraturan
yang disebu dengan The dissolution of
Marriages Act yang mengatar bahwa

prosedur perceraidn tickik lagi menggu-

nakan nmzhab Hanafi yang menyulit-
kan itu tetapi beralih kepada nuazhab
Maliki vang dapat membertkan ke-
sempatan kepada wanita untuk memin-
to cerai kepada pengadilan Denn-
kiankah kondisi hukum India vang
telah mengubah nuansa hukum keluar-
ganya dari nmzhab Hanafi ke Mazlab
Maliki karena pertimbangan-pertim-
hangan sosio kultural vang teriadi pada
sam - ita.

Negara Tunisin adalah negara vitng
terdetak di-Afrika Urara dengan popuk-
sinva lebih kurang 7 juta jiva dan nua-
voritas beragmnim Islin (9™%). Pada
tthun 1936 negara ini telah neemperla-
kukan undang-undang yung disebur
The Tunisicin Cexle of Personadal Sterins
yang mengatur tenting  perkawinan
dan wariin. Yang menank dari un-
ding-undang ini adalah perituran pida
pasal I8 vang menvatakan hahwa:

“Plunility of wives in prohibited.
Any person who being already
nuuried and before the marriage is
Liwfully dissolved, marries again
shall be liable to imprisonment for
one year or for a fine of 240.000
nalims, or to both, even if the
second muarriage is'in vivlation of
any requirement of this Code™

“Tahir Mohood, Fanrly Law Reform in the Mustint World, New Delhi: The
India Law Institute, 1972, dm. 99, 101, dan 108. Peraturan ini hampir samia dengan The
Code of Personal Statusaya Irak yang mengatur tentang beristri lebih dari satu tanpa
izan pengadilan. Pasal undang-undang tersebut mengatakan: “All those who enter into
a conirct o mamriage with more than one women in contravention of clauses and
shall be lisble to imprisonment for a period not exceeding one veur, or 1o fine not

exceding vne hundred dinar, or i both. Ut
“Tahir Mahmood, Personal Late, him. 150, # i3 oo s o'y
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Pasal ini mengatur balwa beristri
lebih dard satu (poligami) adalah di-
larang dan barangsiapa yang berbuat
demikian maka akan dikenakan bu-
kuman penjara selanii satu tahua dan
atau denda sebhesar-besarnya 240.000
frank. Peraturan ini menjadi balmn pe-
micu bagi negara muslim-muslim lin-
nya untuk melakukian protes keras.
Karenzt menurut anggapan seimentara
para ahli poligami it telah dilegalisic
kebemdaunnya secara cksplisit dalam
teks Al-Qurian. Namun demikian Tu-
nisia berbuat seperti tu bukan tanpa
alasan msional. Negaru ini telah mwe-
miliki sciurah sosial yang cukup pan-
jang dan telah bersentuiaan dengan
sosio kultural negam-negara binnya
khususnyn Prancis.

Penutup

Dari pembatusan di atas ditarik be-
herapa kesimpulan yang  berkaitan
dengan aspek-aspek sosiologis dalam
pembentukan hukum Islam.

Portama, Sepanjang, sciaraly hukum
Islam, pembentukan dan perkembang-
an hukum (Isfam) banyak dipengaruhi
fakta-fukta sosial sebagai kenyataan
yang telah ada dan menyatu dengan
nmsyartkat musling.

Kedua, Produk-produk hukum se-
perti kitab figh, perturan perundang-
undangan di negara-negara muslim,
keputusan pengadilan aganu, dan far-
wa-fatwa ulama senantiasa  divamai
oleh sasio kultural seperti di atas. Oleh
karena itu, apa yung disebut hukum
Islam itu dalam realitasnya adalah
produk pemikiran hukum yang meru-

pakan hasil interaksi dengan ling-
kungan sasio kulturalnya.
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